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PENGADILAN TINGGI MANADO TAHUN 2025-2029

KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO

. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja

keberhasilan Pengadilan Tinggi Manado dalam pencapaian tujuan dan
sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama pada
Pengadilan Tinggi Manado;

. bahwa dengan terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 Tentang
Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan
Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Tahun 2025-2029; dan

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b perlu menctapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tingpi
Manado tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan
Tinggi Manado Tahun 2025-2029,

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua alas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan ...



MENETAPKAN

KEDUA

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua alas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nemor
167 /KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah
Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
27101 /SEK/SK.RA1.3/X /2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja
Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di
Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
dan

9. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 940/KPT.W19-
U/OT1.6/X1/2025 tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Manado
Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI MANADO
TAHUN 2025-2029.
Indikator Kinerja Utama scbagaimana tercantum dalam lampiran
keputusan ini digunakan oleh Pengadilan Tinggi Manado sebagai dasar
untuk menyusun rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian
kinerja, laporan kinerja instansi pemerintah serta melakukan evaluasi
capaian kinerja.
Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk
menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan
Tinggi Manado agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk
dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan
kegiatan.

KETIGA ...



KETIGA

KEEMPAT

Menctapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan
Tinggi Manado dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Manado
// Pada tariggal 11 November 2025
[/ S KETUA BENGADILAN TINGGI MANADO




LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR 1 942/KPT.W19-U/0OT1.6/X1/2025
TANGGAL : 11 November 2025

_ZUHES.ON KINERJA G.E'E WGZQEUHFPZ TINGGI MANADO

No. Sasaran | Indikator Kinerja Utama | ) Penjelasan T Penanggung | Sumber
Kinerja _ Jawab Data
.—.&:B- 1 : Mewnjudkan Badan Peradilan y yang EB&& n&nB -uo—nwnunu dan mnbnnwrnu Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan
"1 Terwujudnya | 1.1, Persentase penyelesaian _ . ~ Jumlah petiara yang diselesailkan tepat waktu x 100% | Panitera | Laporan
peradilan perkara secara tepat Jumliah perkara yang diselesalkan | Bulanan
yang efektif waktu Catatan : | dan
transparan, 1. Perhitungen penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian | Laporan
akuntabel, perkara sejak mendapatkan nomaor register hingga perkara diminutasi sesuai ketentuan Tahunan
responsif dan | _ peraturan perundang-undangan;

tahun dan perkara yang masuk},
3. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa
Perkara Tahun Sebelumnya.
Dasar Hukum ;
e Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang
Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 {Empat)

7 modern 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal

Linglungan Peradilan.
¢ Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas walktu _
penyelesaian perkara. _




|12 Persentasepengiriman |  Jumiah salinan putusan yang dikirimkan | Penitera | Laporan |
salinan putusan tepat ke pengadilan pengajn secars tepat waktu x 100% Bulanan i
waktu oleh pengadilan Jumlah perkara yang diputus. dan
tingkat banding kepada | Catatan : Laporan
pengadilan penggju Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan Tahuhan
penjelasan sebagai berikut:

a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak
perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi
Pengadilan);

b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus |
sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

Dasar Hukum :

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar

Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan) 7
|13 Persentase putusan ~ Jumlah putusan yang diunggah pada disektorl putusan x 100% | Panitera | Laporan |
pengadilan yang _ Jumiah putusan yang telah diminutasi Bulanan |
diunggah pada direktori | dan
putusan | Catatan : Laporan
| Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk i Tahunan
melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambet pada saat perkara
| diminutasi
| Dasar Hukom :
| Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIl}/2022 tentang Standar
| Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.




| L4, Persentase perkara pmlah perks ka : Panitera Laporan |
| perdata pada tingkat | Jumiah perkara 3:_:- E.n.ﬁ ..»E:un yang diajakan Bulanan |
_ banding yang | Catatan : dan
menggunakan e-Court _r Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang disjukan upayas hukum | Laporan
| banding, _ | Tahunan

2. Jumish perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara _
perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan 7
perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional, |

Dasar Bukum :

¢ Peraturan Mahkamah Agung Nomer 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik,

¢ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomeor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk
Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agame, dan Tata Usaha

Negara di Pengadilan Secara Elektronik,

1.5. Persentase perkara mlah perkara p 3 nd yADg nles P eTgeyy AL pacdie x 100% | Paniters, Laporan .
pidana pada tingkat _ .FB?E perkara E.-pnh E.nrnn gn&uu yang &&ug Bulanan
banding yang Catatan : dan

menggunakan e- 1. Perkara pidana tingkat banding adalah perkers pidana yang diajukan upaya hukum | Laporan

Berpadu banding, | Tahunan |

2. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara
pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan
perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional,




2. Meningkatnya | 2.1. Indeks kepuasan

Tingkat
Keyakinan

Dan
Kepercayaan
Publik

pengguna layanan

pengadilan berdasarkan | Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap

standar layanan yang
ditetapkan

'Dasar Hukum :

s Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara
Pidana di Pengadilan Secara Elektrenik,

¢ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 365/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk
Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

T S e

wamw|_=|m - - | Paniteradan = Laporan |
nde san pen anan pengadilan
= penge P _ Sekretaris Tahunan

standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai
| berikut:

1. Persyaratan;

2. Sistem, mekanisme dan prosedur;

3. Waktu penyelesaian;

4. Biaya/tarif;

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; _
6. Kompetensi pelaksana; _
7. Perllaku pelaksana; _
8. Penanganan pengaduan, saran dan masuken;

9. Sarana dan prasarana.

| Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 di antaranya:
|1. Pelayanan administrasi persidangan;

2. Pelayanan pengaduan;

3. Pelayanan permohonan informasi,



'Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

3. |Terwujudnya | 3.1.Indeks Profesionalitas | Catatan :
Manajemen Aparatur Sipil Negara (IP
Peradilen ASN) Satuan Kerja 1. Kompetensi (40%)
yang Pengadilan 2. Kinerja (30%j)
Transparan 3. Kualifikasi (25%)
dan 4. Disiplin (5%)
Profesional Dasar Hukum :

_

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahus 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan
Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

_ " Sekvstaris | Laporan

Tahunan

3.2. Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Satuan Kerja
Pengadilan

Catatan :
Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:
Revisi DIPA (10%);
Penyerapan Anggaran {20%);
Penyelesaian Tagihan (10%);
Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA);
Devigsi Hal, 3 DIPA (15%)};
Belanja Kontraktual (10%);
Pengelolaan UP dan TUP (10%); dan
_ Capaian Qutput (25%).
| Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.
Dasar Hukum ;
Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang
Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian
_ Negara/Lembaga.

F®R ™0 a0 op

| Sekretaris T Teporan |

| Bulanan |

Triwulan,

7 Semester
dan

Tahunan




| 8.3, Nilai Kinerja
Perencansan Anggaran

" 3.4. Nilai Indikator

| Catatan : o | Seketaris | Laporan
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: | Bulsnan
e. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: 7 Triwulan
- Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%);

_ Semester
- si Capaian Unit Eselon %); dem
Agregasi ian IKP Unit Eselon I (25%); dan

- Agregasi Capaian RO Satker (30%) Tahunan
b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker
Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.

| Catatan : | Sekretaris | Laporan |
Pengelolaan Aset (IPA) Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang Tahunan
Satuan Kerja Pengadilan = milik negara. Aplikasi
| E-sadewa,
Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan, SIMAN,
Dasar Hukum : MonSAKTI
| * Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang dem
Milik Negara Tahun 2024, Laporan
e Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Realisasi
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah., gmwu.nmb\;

/: KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO,




Sasaran Strategis : 1

LAMPIRAN It

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MANADO
NOMOR : 942/KPT.W19-U/OT1.6/X1/2025
TANGGAL : 11 November 2025

KAMUS IKU
PENGADILAN TINGGI MANADO

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

| Nama IKU 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
,I Definisi ‘Mengukur penyelesaian perkara baik perdata, pidana maupun tindak |
! | pidana korupsi yang diselesaikan tepat waktu. Perkara yang diselesaikan |
| | tepat waktu memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret
2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa |
penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat
| dalam jangka waktu 3 bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian
| ‘ tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang
' | Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
" Formula Perhitungan | (A/B) * 100% o
A= Jumlah perkara yang diselesaikan tepat walktu Il
B= Jumilah perkara yang diselesaikan I
| Satuan yang Digunakan l Persentase (%) __7 - {l
| Trend/ Polaritas | Positif (semakin tinggi semakin baik)
| Sasaran Diukur ' Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan
modern
" Sumber Data | Laporan Bulanan o o
‘ Laporan Tahunan
| Periode Pengambilan Data | Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data | Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkara secara online (google form) | ‘
Frekuensi Pemantauan Positif (semakin tinggi semakin baik) -
dan Pelaporan ‘

Threshold/ Ambang
Kinerja

Penanggung Jawab
| KPI Terkait

Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan
Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan ‘
Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
Panitera -

| 1. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadiian |

| tingkat banding kepada pengadilan pengaju;

2. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan
e-Court, ‘
4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-
Berpadu;. dan
5. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar |
| layanan yeng ditetapkan




[ Nama IKU - |ia Persenmsepengiﬂmansalinanputusantepatwaktuaehpengadﬂan|
{ tingkat banding kepada pengadilan pengsju
Definisi | Mengukur jumiah salinan putusan baik perdata, pidana maupun tindak
‘ | pidana korupsi yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu
| dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Nomor 026/KMA/SK/H/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
(Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan).
“Formula Perhitungan | (A7B) * 100%
ai;dumlahsalinanwmsanyangdﬂdrimkanhe pengadilan pengaju secara |
‘ tepat waktu -
B= Jumlah perkara yang diputus |
 Satuan yang Digunekan | Persentase (%) '

Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan |
modern

“Sumber Data | Laporan Bulanan -

| Laporan Tahunan l

| Pericde Pengambilan Data '| Data perkara bulan N diambil paling lambat tangpgal 5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data | Arsip pelaporan dan pengumpulan data perkam secara online (google form) |

| Frekuensi Pemantauan Positif (semakin tinggi semakin baik)

| dan Pelaporan
| Threshoid/ Ambang | Capaian kinerja >100% melebihi target butanean |
Kinerja Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan
Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan |
Penanggung Jawab Panitera |
KPI Terkait | 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; |
|2, Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; |
3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan
| eCourt, |
4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e- |
Berpadu; dan I|
5. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar
| | iayanan yang ditetapkan. |
| Nama KU [ 1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan |

’Deﬁnisi ‘\Mengukur kepatuhan pengadilan tingkat mmelakum|
| unggah putusan baik perdata, pidana maupun tindak pidana korupsi pada
‘ direktori putusan paling lambat pada saat perkara dnnmutaal.

Formula Perhitungan (A/B)*100%
| A= Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan
, ' B= Jumlah putusan yang telah diminutasi

Satuan yang Digunakan | Persentase (%)
|T—nen_d/ Polaritas Positif {semakin tinggi semakin baik)




Sasaran Diukur

| Sumber Data

Perinde Pengambilan Data | Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1

[ Terwnjudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan |
modern

i Laporan Bulanan ‘
Laporan Tahunan |

| Metode Pengambilan Data |Pengumpu]andataperkamsecamonhne(googleﬁ)mz) |
" Frekuensi Pemantauan | Positif (semalkin tinggi semakin baik) i
dan Pelaporan |
Threshold/ Ambang | Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan |
Kinerja Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan
Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan |
Penangpgung Jawab | Panitera '
KPI Terkait ['1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; o ]
' 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan i
tingkat banding kepada pengadilan pengaju; |
| 3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan
e-Court, dan
| i4. Persentase perkara pidana pade tingkat banding yang menggunakan e-
| Bermpadu.
[ Nama IKU | 1.4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan |
e-Court |
Definisi Mengukur jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum
| | banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum
| banding secara clektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang
| | mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. '
| Formula Perhitungan {A/B) * 100%
| A= Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan |
| e-Court
'B= Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan '
Satuan yang Digunakan | Persentase (%) S ‘
‘Trend/ Polaritas | Positif (semakin tinggi semakin baik)
| Sasaran Diukur Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan |
| modern
| Sumber Data | Laporan Bulanan -
. Laporan Tahunan |
| Periode Pengambilan Data \ Data perkara bulan N diambil paling lambat tanggal 5 pada bulan N + 1 |
| Metode Pengambilan Data | Pengumpulan data perkara secara online (google form)
Frekuensi Pemantauan ‘ Positif (semakin tinggi semakin baik)
dan Pelaporan | |
Threshold/ Ambang | Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan - |
Kinerja | Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan
| Capaian kinerja <100% d1 bawah targct bulanan
| Penanggung Jawab | Panitera T -
| KPI Terkait 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; o

 —— S



[2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan |
| tingkat banding kepada pengadilan pengaju; |
3. Persentase putusan pengadilan yang diunggaeh pada direktori putusan;
- \
4. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar |
layananyangdltetapkan :

| Neama IKU 1.5. Persentase perksra pidana pada tingkat banding yang menggunakan
e-Berpadu

| Definisi | Mengukur jumiah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum |
banding secara elektronik melalui e-Berpadu den perkara pidana yang
mengajukan upaya hukum bandmg secara konvcnmnal.

' Formula Perhitungan (A/B) * 100%

' | A= Jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajuken menggunakan |
| e-Berpadu

B= Jumlah perkara pxdana tingkat banding yang diajukan
| Satuan yang Digunakan | Persentase (%)

| Trend/ Polaritas Positif (semakin tinggi semakin baik) T
Sasaran Diukur | Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan |

| modern [
Sumber Data | Laporan Bulanan ' ' ;
‘ Laporan Tahunan

Periode Pengambilan Data DataperkambulanNdiambﬂpalmglambattandeSpadabulanN+l ‘
Metode Pengambilan Data | Pengumpulan data perkara secara online (google form)

Frekuensi Pemantauan | Positif {semakin tinggi semalkin baik) l
dan Pelaporan ‘
“Threshold/ Ambang | Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan —
Kinerja Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan
Capman kinerja <100% di bawah target bulanan
Penanggung Jawab ["Panitera -
| KPI Terknit | 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; ]

|2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan ‘
‘ tingkat banding kepada pengadilan pengaju;
3.
|

‘ dan

(4. Indeks kepuasen pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar
‘ layanan yang ditetapkan

Sasaran Strategis : 2
ummtmnmnmmmuk

| Nama TKU | 2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar |
. layanan yang ditetapkan
Definisi " | Mengulair kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar
layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:
| 1. Persyaratan; |

| 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; |




| Formula Perhitungan INDEKS KEPUASAAN MASYARAKAT
| Satuan yang Digunakan |I Indeks

[ Trend/ Polaritas

|3. Walktu penyelesaian; !
4. Biaya/tarif; |
/ 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; |
[6. Kompetensi pelaksana; ‘
i 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; dan

|9. Sarana dan prasarana.

iPosiﬁf(semakm'_ tinggi semakin baik)

I’ Sasaran Diukur | Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik
| Sumber Data Laporan Triwulan
’ Laporan Tahunan |
" Periode Pengambilan Data | Triwulan o '
“Metode Pengambilan Data | Laporan Survei Kepuasaan Masyarakat yang Disusun oleh Tim Survei
Frekuensi Pemantauan Positif (semakin tinggi semakin baik)
| dan Pelaporan
| Threshold/ Ambang | Mutu Pelayanan :
Kinerja 1. A (Sangat Baik); 88,31 - 100; 3,5324 - 4 ‘
2. B (Baik}; 76,61 — 88,30; 3,0644 — 3,532
'3. C (Kurang Bailk); 65 - 76,60; 2,60 — 3,064 ‘
'4. D (Tidak Baik); 25 - 64,99; 1 - 2,5996
|
| Capaian kinerja >100% melebihi target .
| Capaian kinerja 100% sesuai target i
| | Capaian kinerja <100% di bawah target
Penanggung Jawab | Panitera dan Sekretaris
KPI Terkait [1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu; o ﬂ‘

2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan |

tingkat banding kepada pengadilan pengaju; ‘

{3. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunaken e- |
Court; dan

(4. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e- '
Berpadu.

5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN] Satuan Kerja |
Pengadilan;

}ﬁ. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja
Pengadilan;

{7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan

8. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan. |




Sasaran Strategis :

Terwujudnys Manajemen. Peradilan yang Transparan dan Profesional

[ 3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja |
Pengadilan; |
| Setu instrumen yang digunaken untuk mengukur secara kuantitatif |
tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan
| sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan
‘ profesionalisme ASN, kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat
| profesionalitas ASN yang mencakup dimensi kualifikasi, kompetensi,

i Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumiah total
hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-
\masing jawaban dimensifindikator {(Lampiran I Peraturan Badan -|
Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan
| Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara). |
| Indeks ' - !

]' T%jﬁdnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

| Nilai tahun N diambil paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun N + 1
Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara {IP ASN) yang diambil |
| dari Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai |
1. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91— 100; ‘

|2. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81-90;

|3. Sedang yang memilili rentang nilai antara 71-80; ‘

'4. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61-70; dan '

5. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.

i' Nama IKU
l ——
| Definisi
kinerja, dan disiplin.
i Formula Perhitungan
1. Kompetensi (40%)
| 2. Kinerja (30%)
: '3. Kualifikasi (25%)
‘ 4. Disiplin (5%)
‘ Satuan yang Digunakan
" Trend/ Polaritas | Positif (semalin tinggi semakin baik)
| ‘Sumber Data | Laporan Tahunan
Periode Pengambilan Data
| Metode Pengambilan Data
1
| Frekuensi Pemantauan | Positif (semakin tinggi semakin baik)
| dan Pelaporan
| Threshold/ Ambang
' Kinerja | beriiut :
|
| Capaian kinerja >100% melebihi target
Capaian kinerja 100% sesuai target
| Capaian kinerja <100% di bawah terget
‘mggung Jawab Sekretaris

" KPI Terkait

| 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
|2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan

| tingkat banding kepada pengadilan pengajw;

3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan; |



[ [4. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan |
- |

|5. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-

|| 6. Indeks kepuasan pengguna Jayanan pengaditan berdasarkan standar |

\ layanan yang ditetapkan;

7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Ketja |
Pengadilan; ‘

8. Nilai Kinerja Perencanasn Anggaran; dan ||

9. Nilai Indikator Pengelolaan Asct (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

| Nama IKU ‘ 3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA} Satuan Kerja |
| Pengadilan
I Definisi | Mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja satuan kerja |

‘ dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas
iimplemenw.si pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanasn

| anggaran.

| Formula Perhitungan | Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggavan terdiri dari:

| a. Revisi DIPA (10%); |

‘ b. Penyerapan Anggaran {20%);

‘ c. Penyelesaian Tagihan (10%);

| d. Dispensasi SPM {menjadi pengurangan nilai IKPA);

' | e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%);

' f. Belanja Kontralktuail (10%);

| | g Pengelolaan UP dan TUP (10%); dan

‘ h. Capaian Output (25%).

' |Nilai JKPA merupakan penjumishan hasil pembobotan masing-masing

indikator.

i Satuan yang Digunakan | Nilai ‘
| Trend/ Polaritas | Positif (semakin tinggi semakin baik) - N

| Sasaran Diukur Terwujudnya Mana;emen Peradilan yang Transparan dan Profesional |
| Sumber Data | Laporan Bulanan 1
‘ | Laporan Triwulan .'
| Laporan Semester

: ‘ Laporan Tahunan

Periods Pengambilan Data |Nﬂai1KPAbu1anNdiambﬂpaﬁ_ng1ambatmig§a15pad£‘bmanN+1_ |
' Metode Pengambilan Data | Nilai IKPA yang diambil dari Laporan Subbeg Keuangan dan Pelaporan
Frekuensi Pemantauan | Positif (semakin tinggi semakin baik)

dan Pelaporan |
| Threshold/ Ambang | Nilai IKPA dikategorikan menjadi: . "

IKinexja | a. sangat baik, apabila nilai IKPA > 95; ‘
' b. baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
| ¢. cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; dan ‘
d. kurang, apabila nilai IKPA < 70.

Capaian kinerja >100% melebihi target bulanan '




| Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan

: Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan
| =

Penanggung Jawab | Sekretaris
KPI Terkait ‘1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;

2. Persentase pengiriman salinan pufusan iepat waktu oleh pengadilan |
| tingkat banding kepada pengadilan pengaju; |

3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara {IP ASN) Satuan Kerja !

Pengadilan;
|4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran; dan
5. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan.

| Nama IKU [3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
i Definisi ' | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja .
| Anggaran (NKA) yang berfungsi untuk menilai kualitas perencanaan
anggaran pada satuan kerja.

|ﬁrmu1a Perhitungan | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran disusun dari dua dimensi utama:
a. Efektifitas dengan nilai 75% yang diukur melalui capaian Realisasi
Output (RO} dibandingkan dengan target yang telah direncanakan;

‘ ' dan
| b. Efisiensi 25% yang diukur dengan membandingkan realisasi biaya per |

| output terhadap Standar Biaya Keluaran Khusus.
Satuan yang Digunakan | Nilai

| Trend/ Polaritas " | Positif (semakin tinggi semakin baik) |

il Sasaran Diukur !yTErwﬁ:iﬁﬁd}xya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional '

| Sumber Data Laporan Bulanan |
Laporan Triwutan

Laporan Semester
Laporan Tahunan
[ Periode Pengambilan Data | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran bulan N diambil paling lambat tanggal |
5 pada bulan N + 1
Metode Pengambilan Data | Nilai Kinerja Perencenaean Anggaren yang diambil dari Laporan Subbag |

| Keuangan dan Pelaporan
| Frekuensi Pemantauan | Positif (semakin tinggi semakin baik)
‘ dan Pelaporan

:Wold/}\mhang - CéfJalan kinerj_a >100% melebihi target bulanan

| Kinerja Capaian kinerja 100% sesuai target bulanan

| | Capaian kinerja <100% di bawah target bulanan

| Penanggung Jawab i Sekretaris -

| KPI Terkait i 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waictu; -

' 2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan
tingkat banding kepada pengadilan pengaju;
‘ 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja
Pengadilan; dan
4. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggsrem {IKPA) Satuan Kerja |
| Pengadilan.



| Definisi ' | Mengukur kualitas tata kelola barang milik negara
| Formula Perhitungan "Nilai IPA pada Satuan Kerja diperoieh dengan menjumlahkan seluruh
' nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter.

| Nama IKU | 3.4. Nitai Indikator Pengelolaan Aset {IPA} Satuan Kerja Pengadilan
|

= =———— = —

| Trend/ Polaritas | Positif {semakin tinggi semakin baik)
| Sasaran Diukur | Terwnjudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional |
| Sumber Data | Laporan Tahunan |

| Periode Pengpmbilan Data | Nitai Indikator Pengelotaan Aset ([PA} tahun N dipercleh paling lambat |
tanggal 20 pada bulan Januari tahun N + 1

Perlengkapan BUA MARI I
| Frekuensi Pemantauan | Positif (semalkin tinggi semakin baik) - |
dan Pelaporan | |
Threshold/ Ambang | Capaian kinerja >100% melebihi target |
Kinerja Capaian kinerja 100% sesuai target |
. ' Capaian kinerja <100% di bawah target '
" Penanggung Jawab | Sekretaris - —
| KPI Terkait 1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja
! || Pengadilan
‘ ’J Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran {IKPA) Satuan Kerja |
. Pengadilen; den
l

3. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar




